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ABSTRAK
Universitas Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik
Program Studi Doktor Ilmu Politik

A. Nama . Puadi

B. NPM : 216701519003

C. Judul : Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI
Jakarta

D. Isi Abstrak

Pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam mengawal pemilu berintegritas
sangat dipengaruhi dinamika politik yang menyertainya. Dinamika politik pengawasan
pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam pemilu dan melibatkan berbagai aktor
politik yang saling berinteraksi saling berpengaruh satu sama lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap
permasalahan pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap, pembatasan pencalonan
anggota legislatif bagi mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan yang
melibatkan ASN, praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan kuota 30%
keterwakilan perempuan dalam verifikasi parpol peserta pemilu, yang ditemukan Bawaslu
DKI Jakarta pada saat pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2019. Selain itu juga
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu
(partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap
berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan
Pemilu serentak 2019. Adapun metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan dan narasumber. Data sekunder
terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang berupa relevansi dan keterkaitan informasi
terhadap penelitian. Berbagai data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis
kualitatif Miles dan Huberman, yakni dianalisis secara siklus ke dalam tiga tahap, yaitu:
kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa enam stakeholder kunci yang terlibat dalam pengawasan Pemilu
Serentak di Indonesia, yaitu Bawaslu, KPU, Pemerintah, Pemilih (masyarakat), Partai
Politik, dan Gakkumdu yang memiliki peran penting yang saling berkaitan dalam
memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi. Bawaslu bertindak sebagai pengawas utama, sementara KPU
mengurus penyelenggaraan teknis. Salah satu temuan utama adalah peran sentral Bawaslu
DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas yang menghadapi tantangan besar dalam
menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Peran sentral tersebut digunakan pada
beberapa tantangan seperti: kendala pemutahiran data daftar pemilih tetap; pembatasan
terhadap calon legislatif mantan narapidana; kampanye pada institusi pendidikan; praktik
politik uang; dan isu keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Bawaslu, Peran Aktor, Interaksi Kepentingan.
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ABSTRACT
National University
Faculty of Social and Political Sciences
Political Science Doctoral Study Program

A. Name : Puadi
B. NPM : 216701519003
C. Title : THE PROBLEMATICS OF THE 2019 SIMULTANEOUS

ELECTION SUPERVISON AT DKI JAKARTA PROVINCE
D. Abstract Content

The implementation of the role of Bawaslu DKI Jakarta Province in overseeing elections
with integrity is greatly influenced by the accompanying political dynamics. The political
dynamics of election supervision can occur at various stages in the election and involve
various political actors who interact and influence each other. This study aims to determine
and analyze the role of Bawaslu in supervising the problems of updating and determining
permanent voter data, restrictions on the nomination of legislative members for former
convicts, campaigns in educational institutions involving the Civil Servant, the practice of
money politics in campaigns, and the | fulfillment of the 30% quota for women's
representation in the verification of political parties participating in the election, which
were found by Bawaslu DKI Jakarta in the implementation of supervision of the 2019
simultaneous elections. In addition, it also aims to determine and analyze the interaction
of interests between election participants (political parties and legislative candidates),
KPU, government, and the community regarding various problems handled by Bawaslu
DKI Jakarta in the implementation of supervision of the 2019 simultaneous elections. The
gualitative research method uses the constructivism paradigm. This study uses two types
of data, namely: primary data and secondary data. Primary data was obtained through
informants and sources. Secondary data consists of official documents in the form of
relevance and relevance of information to the research. The various data are then analyzed
using the Miles and Huberman qualitative analysis method, namely analyzed cyclically into
three stages, namely: data codification, data presentation and drawing conclusions or
verification. The results of the study indicate that six key stakeholders involved in the
supervision of the Simultaneous Elections in Indonesia, namely Bawaslu, KPU,
Government, Voters (community), Political Parties, and Gakkumdu have important roles
that are interrelated in ensuring that the election process takes place fairly, transparently,
and in accordance with democratic principles. Bawaslu acts as the main supervisor, while
the KPU takes care of the technical implementation. One of the main findings is the central
role of Bawaslu DKI Jakarta as a supervisory institution that faces major challenges in
carrying out its supervisory function effectively. This central role is used in several
challenges such as: obstacles to updating the Permanent Voter List Data; restrictions on
former convict legislative candidates; campaigns in educational institutions; money
politics practices; and the issue of women's representation in parliament.

Keywords: Election, Supervision, Bawaslu, The Role of Actors, Interaction of Interests.
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